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Sukoharjo terima 
bantuan perumahan

JAKARTA: Kabupaten Sukoharjo, Jawa 
Tengah pada tahun ini menerima bantuan 
dari Kementerian Perumahan Rakyat sebe-
sar Rp4,5 miliar.

Dana tersebut telah disalurkan untuk 550 
unit rumah swadaya untuk masyarakat 
menengah ke bawah.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menga-
takan pihaknya telah menyalurkan bantuan 
perumahan kepada masyarakat sebesar 
Rp2,5 juta per unit rumah melalui dana ang-
garan pendapatan dan belanja daerah 
(APBD).

“Kami telah menyalurkan bantuan peru-
mahan swadaya dari Kemenpera sebanyak 
550 unit rumah. Kami berharap ke depan 
bantuan dari Kemenpera bisa lebih banyak 
lagi jumlahnya,” katanya dalam rilis yang 
diterima Bisnis, kemarin. (BISNIS/SND)

Pengembang lakukan
penghijauan

JAKARTA:  Pengembang dan Dharma 
Wanita Persatuan  Kementerian Perumahan 
Rakyat  bersama-sama melakukan program 
penanaman pohon di tiga lokasi perumahan 
di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat.

Ketua DWP Kementerian Perumahan 
Rakyat Tuti Iskandar Saleh mengatakan 
pihaknya telah melaksanakan program 
penanaman pohon secara rutin setiap tahun 
di berbagai lokasi, baik di kompleks peru-
mahan maupun rumah susun yang dibangun 
oleh para pengembang serta PT Perumnas. 

“Kami berharap melalui kegiatan pena-
naman pohon ini, lingkungan perumahan 
dan rusunami akan semakin hijau serta 
mengurangi risiko pemanasan global,” ujar 
Tuti dalam siaran pers  kemarin. (BISNIS/ASA)

Springhill Group 
bangun rooftop garden

JAKARTA: Pengembang Springhill Group 
membangun rooftop garden sebagai taman 
tertinggi di Indonesia yang akan dibangun 
pada lima tower apartemen The Royale 
Springhills Residences di Kemayoran, 
Jakarta Pusat.

Chief Operational Officer (COO) Springhill 
A. H. Marhendra mengatakan istilah roof 
garden belum familier di masyarakat. 
Menurutnya, roof garden dapat diartikan 
sebagai taman yang berada di atas atap 
suatu bangunan atau gedung.

“Roof garden bukan teknologi yang baru. 
Jenis taman ini sudah ada sejak 
Mesopotamia kuno abad ke-4 sebelum 
Masehi,” kata Marhendra, beberapa waktu 
lalu. (BISNIS/SND)

Pasar hunian di Indonesia tumbuh 4,5% 
Krisis Eropa tekan kinerja properti global
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JAKARTA: Pasar hu -
ni an di Indonesia dinilai 
masih kondusif di te -

ngah kinerja pasar peru-
mahan dunia yang tum-
buh stagnan pada kuar-
tal III tahun ini, terkena 

dampak dari krisis 
utang yang melanda 

Eropa.

Berdasarkan indeks harga ru -
mah global yang dirilis oleh kon-
sultan properti internasional 
Knight Frank, pertumbuhan rata-
rata pasar perumahan global per 
kuartal III/2011 secara tahunan 
hanya mencapai 1,5%, meskipun 
pertumbuhan harga di beberapa 
negara di kawasan Asia hampir 
mendekati 20%.

Adapun, pertumbuhan pasar 
perumahan di Indonesia tumbuh 
4,5% per akhir kuartal III/2011 
di    bandingkan dengan per akhir 
kuartal III tahun lalu. 

Konsultan properti berskala in -
ternasional itu menyebutkan per-
tumbuhan harga perumahan du -
nia saat ini melambat dan men-

capai level terendah sejak kuartal 
II/2009. 

Pada kuartal ketiga tahun ini, 
Knight Frank menilai pasar 
mengalami tekanan yang sema-
kin besar terkait dengan ancam-
an krisis utang Eropa.

“Hal tesebut menimbulkan ke -
takutan terhadap kemungkinan 
terjadinya resesi ekonomi global 
kedua. Kondisi ekonomi dunia 
yang tidak menentu direfleksi-
kan secara jelas dalam kinerja 
pa  sar perumahan dunia saat ini,” 
se perti dikutip dari rilis Knight 
Frank kemarin.

Harga perumahan dunia dipre-

diksi masih akan stagnan hingga 
akhir tahun ini, karena masalah 
krisis utang Eropa yang masih 
berlangsung.

Senior Associate Director 
Knight Frank Indonesia Fakky 
Hidayat mengatakan meskipun 
kondisi global masih tidak me -
nentu, pasar perumahan di In  do-
 nesia masih kondusif, ditopang 
oleh kondisi politik yang stabil 
dan meningkatnya daya beli kon-
sumen.

Fakky menyebutkan berdasar-
kan survei Bank Indonesia me -
nunjukkan pertumbuhan harga 
perumahan di semua kota besar 

di Indonesia masih meningkat 
4,5% pada kuartal III/2011. 

“Namun, laju pertumbuhan 
harga memang mulai melambat 
sebesar 2,2% pada kuartal I/2011 
menjadi 0,5% hingga kuartal 
III/2011,” ujarnya kemarin.

Proyeksi lainnya juga menye-
butkan sektor properti Indonesia 
dinilai tidak akan terpengaruh 
oleh krisis utang di Amerika Se -
rikat dan Eropa.

Christopher Fossick, Managing 
Director Singapore & South-East 
Asia Jones Lang LaSalle, menilai 
negara di kawasan Asia, terma-
suk Indonesia, tengah mengala-
mi pertumbuhan ekonomi yang 
kuat.

“Pertumbuhan ekonomi nega-
ra-negara di kawasan Asia Teng -
gara masih kuat, dan akan terus 
berlanjut,” ujar Fossick saat dite-
mui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dengan kuatnya 
pertumbuhan ekonomi negara-
negara di kawasan Asia Tenggara 
ikut memengaruhi bisnis proper-
ti di Indonesia.

Namun, Knight Frank men-
catat rata-rata pertumbuhan ta -
hunan pasar perumahan di Asia 
turun dari 15,2% pada kuartal 
I/2010 menjadi 6,9% per kuartal 
III/2011. Hal itu disebabkan oleh 
ke  bijakan pemerintah di kawasan 
Asia untuk memperlambat laju 

inflasi.
Adapun,  laju penurunan harga 

hunian di sejumlah negara di 
kawasan Eropa sudah mulai me -
lambat. Di sisi lain, pertumbuhan 
harga rumah di beberapa negara 
seperti China, Hong Kong, India, 
Brasil, Indonesia, Korea Selatan, 
Rusia, Mesir, Taiwan dan Turki 
yang dianggap memiliki pertum-
buhan tercepat, telah kehilangan 
momentum. 

Incar Rp3 triliun
LJ Hooker Indonesia, broker 

properti asal Australia, menarget-
kan dapat membukukan trans-
aksi properti sebesar Rp3 triliun 
pada tahun depan, menyusul 
membaiknya kondisi ekonomi 
makro di Indonesia.

OK Mahendra, Direktur LJ 
Hooker Indonesia, mengatakan 
pada tahun depan transaksi pro-
perti di Tanah Air diperkirakan 
mencapai Rp170 triliun. Oleh se -
bab itu, LJ Hooker akan me -
nambah kantor baru sebanyak 
20 unit, sehingga menjadi 50 
unit.

“Hingga awal Desember tahun 
ini, LJ Hooker Indonesia membu-
kukan transaksi Rp1,6 triliun atau 
lebih besar 30% dibandingkan 
dengan pencapaian 2010,” kata-
nya kemarin. (siti.nuraisyah@bisnis.
co.id/anugerah.perkasa@bisnis.co.id)

Gedung-gedung
bertingkat dan perkan-
toran terlihat dengan latar 
belakang langit saat senja 
hari, di Jakarta, kemarin. 
Prospek investasi properti di 
Jakarta menjadi salah satu 
yang terbaik di dunia, 
dengan imbal hasil sewa 
mencapai 10,21% per tahun.
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Tender pembangunan 
rusunawa segera dibuka

Kemenpera finalisasi
3 aturan pelaksana

Sejumlah pihak 
keluhkan biaya 

blangko akta tanah
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JAKARTA: Kementerian Pekerjaan 
Umum segera membuka tender untuk 48 
twin block rumah susun sederhana sewa 
pada 2012, dengan alokasi anggaran total 
Rp576 mi  liar atau Rp12 miliar untuk seti-
ap twin block yang akan dibangun.

Direktur Pengembangan dan Pe  mu -
kiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PU 
Amwazi Idrus mengatakan proses tender 
belum dapat dipastikan waktunya karena 
lelang akan dilakukan setelah ada kesiap-
an pemerintah daerah dalam menyediakan 
lahan serta sarana dan prasarana pendu-
kung lainnya.

“Untuk tahun depan akan ditender 48 
twin block rusunawa, tetapi belum dipasti-
kan kapan tepatnya. Begitu mereka 
[pemda] telah menyiapkan ini semua 
[lahan dan infrastruktur pendukung], 
langsung ditender,” ujar Amwazi kemarin.

Saat ini telah ada 57 daerah yang meng-
ajukan usulan pembangunan rusunawa. 
Sebagian besar berada di kota-kota padat 
yang lahannya telah terbatas seperti Ja -
karta, Medan, Palembang, Surabaya, Ma -
kassar, dan Manado.

Menurutnya, dari beberapa daerah yang 
telah mengajukan usulan, pemerintah 
pusat akan melakukan kajian kembali dan 
verifikasi terhadap kawasan tersebut. Ke -
mudian akan dipilih 48 lokasi yang dinilai 

paling memenuhi syarat, baik dari kesiap-
an lahan, infrastruktur, utilitas, hingga 
ke  siapan administrasi. 

“Begitu semuanya sudah siap dan syarat 
telah terpenuhi, akan ada memory of ag -
reement yang intinya pemerintah akan 
bangun rusunnya, pemda yang mengisi 
dengan air, listrik, sarana, dan prasarana 
lainnya,” katanya.

Dia menambahkan 70 twin block rusu-
nawa yang ditender pada tahun ini telah 
masuk dalam tahap penandatanganan 
kontrak seluruhnya. Beberapa di antara-
nya telah dibangun, tetapi masih ada yang 
baru selesai kontrak dan belum ground-
breaking.

“Rata-rata groundbreaking pada Novem-
ber hingga Desember. Ini sifatnya multi-
years dengan waktu pembangunan 8 bu  lan, 
sehingga September 2012 sudah banyak 
yang dibangun dan mulai terisi.” Jelasnya.

Amwazi menambahkan 40 TB Rusu -
nawa yang telah ditender pada tahun lalu, 
saat ini telah dibangun seluruhnya. 

Berdasarkan data Ditjen Cipta Karya, 
direktorat itu telah membangun 195,5 
twin block rusunawa atau 18.653 unit hu -
ni  an dengan total aset senilai Rp4,3 triliun 
dalam periode 2003-2009.

Sebanyak 164,5 twin block dibangun 
dalam rangka penanganan kawasan per-
mukiman kumuh perkotaan dan 31 twin 
block dimanfaatkan sebagai sarana dan 
prasarana asrama mahasiswa.
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JAKARTA: Kementerian Perumahan 
Rakyat sedang memfinalisasi tiga ran-
cangan peraturan pemerintah, yang akan 
menjadi aturan pelaksana dari Undang-
Undang No.1/2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman.

Sekretaris Kementerian Perumahan 
Rakyat Iskandar Saleh mengatakan dari 
sejumlah RPP yang ada, Kemenpera 
hanya mengelompokkannya menjadi 
empat RPP yakni RPP pembinaan peru-
mahan dan kawasan permukiman, RPP 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman, RPP pemupukan 
dan penyerahan dana, serta RPP peru-
mahan negara.

“Tiga RPP disusun oleh Kemenpera 
dan satu RPP yakni tentang perumahan 
negara disusun oleh Kementerian Pe  ker-
jaan Umum. RPP pembinaan perumahan 
dan kawasan permukiman serta RPP pe -
nyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman sudah selesai,” katanya 
kemarin.

Adapun, RPP pemupukan dan penye-
rahan dana tengah dalam tahap uji pub-
lik. Sebelumnya, penyelesaian pemba-
hasan RPP tersebut telah mundur dua 
kali dari target yang ditentukan yakni 
April dan Agustus tahun ini. 

Namun, menurut Iskandar, batas 

waktu penyusunan PP adalah 1 tahun 
setelah UU disahkan.

“Deadline-nya Januari 2012, kami opti-
mistis dapat selesai tepat waktu,” kata-
nya.

Deputi Bidang Perumahan Formal 
Kemenpera Pangihutan Marpaung 
mengatakan lamanya penyusunan RPP 
tersebut karena cukup rumitnya pemba-
hasan yang disusun.

Direktur Indonesia Property Watch Ali 
Tranghanda mengatakan pihaknya tidak 
menyoroti lamanya waktu penyusunan 
RPP sebagai pelaksana UU PKP, tetapi 
lebih kepada kualitas yang dihasilkan 
oleh penyusunan RPP tersebut.

“UU yang ada seharusnya menyerap 
aspirasi dan kepentingan yang lain seper-
ti konsumen, begitu juga dengan RPP 
yang sedang disusun harus menampung 
aspirasi banyak pihak. Kami khawatir 
kualitas dari RPP tersebut tidak seperti 
yang diharapkan banyak pihak,” kata Ali 
kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Dia berharap RPP yang akan dihasil-
kan oleh Kemenpera berkualitas dan 
sistematis, tidak hanya mengejar target 
penyelesaiannya. 

Dia mencontohkan terkait dengan 
harga jual properti ke warga negara asing 
yang naik dua kali lipat, tetapi belum ada 
aturan yang jelas bagaimana kontribusi 
pengembang dalam membangun peru-
mahan kelas menengah bawah.
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JAKARTA: Pu -
ngut   an ile    gal diindi-
kasikan terjadi da   -
lam proses per  mo -
hon  an blangko pe -
jabat pembuat akta 
tanah atau PPAT 
oleh Badan Per    ta -
nah   an Nasio nal 
(BPN).

Indikasi itu di -
sampaikan oleh se -
jumlah kalangan, 
baik dari kalangan 
ma  syarakat sipil 
mau   pun mitra kerja 
BPN yakni komisi II DPR. 

Koordinator Advokasi 
dan Investigasi Forum In -
donesia untuk Trans  pa -
ransi Anggaran (Fitra) 
Ucok Sky Khadafi  menga-
takan pelayanan publik 
oleh BPN tidak dapat di -
lakukan secara maksimal, 
dengan maraknya indika-
si pungutan liar dari in -
stansi tersebut. 

“Itu dikenal dengan 
jalur tol, yaitu orang akan 
membayar untuk men  da -
patkan pelayanan lebih 
cepat. Ini termasuk soal 
blangko PPAT yang sebe-
narnya gratis disediakan 
oleh negara,” ujar Ucok 
ke  pada Bisnis, kemarin.

Dia menyebutkan pela-
yanan publik yang diberi-
kan oleh BPN diduga te -
lah disalahgunakan oleh 
para pegawai BPN dengan 
mengutip sejumlah pen-
dapatan ilegal. Me  nu  rut-
nya, Komisi II DPR seha-
rusnya bisa membentuk 
pa nitia kerja terkait de -
ngan buruknya pelayanan 
BPN tersebut.

Kepala Badan Per  ta  han -
an Nasional, melalui Per -
aturan Menteri Negara Ag -
    raria/Kepala BPN No. 
3/1997, menetapkan  ak -
ta-akta  PPAT harus dibuat 
dengan menggunakan 
blangko akta yang  dise-
dia kan atau dicetak oleh 
BPN maupun instansi lain 
yang ditunjuk. 

Ketua Komisi II DPR 

Chai  ruman Harahap me -
nga  takan pihaknya men-
sinyalir adanya kelang-
kaan blangko PPAT, se -
hingga terjadi transaksi 
an  tara oknum pegawai 
BPN dan pihak yang 
mem  butuhkannya.  

Beri sanksi
Kelangkaan blangko itu 

membuat nilai ekonomi 
blangko tersebut semakin 
tinggi. “Di  si  nya  lir adanya 
jual beli blangko itu, se -
perti prinsip ekonomi ka -
lau ada kelangka an, maka 
harganya tambah tinggi,” 
ujarnya da  lam risalah 
rapat yang di  publikasi 
pada situs resmi DPR. 

Agun Gunanjar Su  dar-
sa, anggota Komisi II DPR 
dari Fraksi Partai Golkar, 
mengatakan pihak BPN 
harus memberikan sanksi 
pemecatan kepada oknum 
yang memungut biaya 
dari pemberian blangko 
tersebut. Dia meminta 
agar BPN dapat mengatasi 
kelangkaan blangko PPAT. 

Dalam rapat dengan 
Komisi II DPR tersebut, 
Sekretaris Utama BPN 
Ma   nagam Manurung me -
ngatakan pelayanan per-
mohonan blangko PPAT 
merupakan subsidi dan 
tidak ada pungutan biaya. 

“Kalau memang ada 
terjadi pungutan di la -
pangan, itu merupakan 
tu  gas saya untuk mem-
bersihkan,” ujarnya.

Pertumbuhan harga rumah
di sejumlah negara 

per kuartal III/2011 (%)

Keterangan: *Berdasarkan Beijing & Shanghai

Sumber: Knight Frank Residential Researh BISNIS/M.IQBAL

Hong Kong

19,3

13,9

9,3 8,9

6,6 6,2
4,5

-0,5 -3,9 -1,00,1

2,7 2,51,9 1,6

5,0

India Malaysia Singapura Indonesia Inggris
AS

China*

Pertumbuhan tahunan

Pertumbuhan dalam 6 bulan

5 Kasus teratas yang 
dilaporkan kepada Satgas 

Pemberantasan Mafia Hukum

Jenis kasus Jumlah Persentase

Tanah 1065 22

Korupsi,
kolusi ,  dan 
nepotisme

709 15

Penipuan dan 
penggelapan

458 9

Lain-lain 426 9

Administrasi 
peradilan

364 8

Sumber: Satgas PMH, per 20 Oktober 2011


